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Abstrak
Peringatan Hari Pangan Sedunia pada 16 Oktober 2021 menyadarkan kita 
bahwa masih banyak masyarakat Indonesia yang belum dapat mengakses 
pangan bergizi dengan harga terjangkau. Data Global Hunger Index tahun 
2021 menyatakan, indeks kelaparan Indonesia pada urutan ke-73 dari 116 
negara dengan angka kelaparan masyarakat yang cukup serius. Ketahanan 
pangan Indonesia masih belum terwujud. Di sisi lain, Food Loss and Waste 
(FLW) Indonesia mencapai 300 kg per kapita per tahun. Tulisan ini mengkaji 
upaya untuk meningkatkan ketahanan pangan dengan mengelola FLW. Upaya 
tersebut antara lain: (1) mengatur teknik penyimpanan, pengemasan, dan 
pemasaran pangan dengan tepat; (2) mengedukasi petani dalam mengelola hasil 
panen; (4) mengedukasi dan mendorong produsen makanan untuk mengelola 
produksinya; (5) mengedukasi masyarakat untuk membeli makanan sesuai yang 
dibutuhkan; (6) mendorong masyarakat untuk mengolah sampah makanannya 
menjadi produk bernilai ekonomi. Komisi IV DPR RI perlu mendorong melalui 
pelaksanaan fungsi pengawasan khususnya UU Pangan dan UU Pengelolaan 
Sampah.

Pendahuluan
Setiap 16 Oktober seluruh dunia 

memperingati hari pangan. Tema Hari 
Pangan Sedunia tahun ini adalah our 
actions are our future - better production, 
better nutrition, a better environment, and 
a better life (tindakan kita, masa depan 
kita, untuk produksi, gizi, lingkungan, 
dan kehidupan yang lebih baik) 
(kompas.com, 16 Oktober 2021). Tema 
ini mengingatkan kita bahwa lebih dari 
3 miliar penduduk dunia (hampir 40%) 

populasi dunia tidak mempunyai akses 
terhadap makanan sehat, 811 juta orang 
kekurangan gizi, dan 2 miliar orang 
dewasa kelebihan berat badan karena 
pola makan dan gaya hidup yang tidak 
sehat (tempo.co, 16 Oktober 2021). Saat 
ini Indonesia tidak hanya dihadapkan 
pada masalah ketersediaan pangan, 
tetapi juga akses masyarakat terhadap 
pangan karena tingginya harga pangan 
dan kelangkaan bahan pangan (detik.
com, 16 Oktober 2021). 
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Di sisi lain, banyak makanan 
yang terbuang menjadi sampah. Food 
and Agriculture Organization (FAO) 
mencatat sepertiga dari total makanan 
yang diproduksi untuk konsumsi 
terbuang setiap tahunnya atau Food 
Loss and Waste (FLW) (Xue et.al, 2017). 
FLW sangat berbahaya bagi lingkungan 
karena ketika pangan menjadi sampah, 
maka akan menimbulkan gas methan 
yang berdampak pada pemanasan 
global serta air lindi yang mencemari 
lingkungan dan merusak ekosistem. 
Berdasarkan data Economist Intelligence 
Unit, Indonesia adalah negara ke-2 
dari 25 negara di dunia dengan FLW 
tertinggi setelah Arab Saudi. FLW 
Indonesia sekitar 300 kg per kapita 
setiap tahun (Hidayat, Ardhany, & 
Nurhadi, 2020: 172; Wulandari & Asih, 
2020: RO-93). Di sisi lain, berdasarkan 
data Global Hunger Index tahun 2021, 
banyak masyarakat Indonesia yang 
kelaparan. Indeks kelaparan Indonesia 
sebesar 18,0 dan berada pada urutan ke-
73 dari 116 negara (globalhungerindex.
org, 18 Oktober 2021). Berdasarkan 
data BPS tahun 2020, angka kelaparan 
ditunjukkan dengan prevalensi 
ketidakcukupan konsumsi pangan 
sebesar 8,34% dari total penduduk (bps.
go.id). 

Data di atas memperlihatkan, 
ketahanan pangan di Indonesia masih 
perlu diupayakan dari semua pihak. 
Artikel ini mengkaji upaya yang 
dapat dilakukan untuk meningkatkan 
ketahanan pangan dengan mengelola 
FLW.

Food Loss and Waste 
Menurut FAO, food loss adalah 

hilangnya sejumlah pangan antara 
rantai pasok produsen dan pasar yang 
terjadi sebagai akibat proses pasca-
panen sehingga pangan yang tidak 
sesuai mutu yang diinginkan pasar 

akan dibuang. Sementara itu, food waste 
adalah pangan layak makan yang 
mengalami pembuangan dikarenakan 
adanya kelalaian ketika proses 
produksi, pengolahan, dan distribusi 
(Rezaei & Liu, 2017: 26; fao.org, 2015). 

FAO mengklasifikasikan food 
waste berdasarkan waktunya dan 
tingkat kemungkinannya. Untuk 
food waste dilihat dari sisi waktunya 
dikategorikan menjadi 3, yaitu: (1) pre-
consumer waste (bahan makanan di 
dapur yang karena kualitasnya dinilai 
tidak sesuai yang akhirnya dibuang 
sebelum selesai diolah menjadi menu 
yang akan dikonsumsi), (2) post-
consumer (sisa makanan dari konsumen 
setelah mengonsumsi makanan, dan 
(3) packaging waste and operation supplies 
(sampah dari kemasan makanan 
seperti plastik kemasan makanan dan 
sampah yang muncul selama proses 
menyiapkan makanan seperti minyak 
jelantah) (Legrand, Sloan, & Chen, 
2017). 

Sementara itu, food waste dari 
tingkat kemungkinan munculnya 
dikategorikan dalam tiga kelompok, 
yaitu: (1) probably avoidable waste 
(makanan yang dibuang karena tidak 
diperlukan dalam proses membuat 
makanan seperti pinggiran roti, dan 
kulit kentang), (2) avoidable food waste 
(sampah makanan yang muncul karena 
kelalaian dalam proses mengolahnya 
menjadi makanan hingga akhirnya 
tidak dapat dikonsumsi), dan (3) 
unavoidable food waste (sampah makanan 
yang muncul dari persiapan makanan 
yang tidak dapat dimakan dalam 
keadaan normal seperti tulang, kulit 
telur, dan kulit nanas) (wrap.org.uk). 
Food waste muncul karena perilaku 
konsumen. Penelitian Saputra dan 
Sriasih (2018) menyampaikan bahwa 
perilaku konsumen seperti kebiasaan 
membuang makanan karena bosan, 
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rasa tidak enak lagi, mengambil 
berlebih, memasak berlebih, belanja 
berlebih, dan preferensi makanan yang 
buruk memperparah timbulan food 
waste. 

	 FLW merupakan sampah 
makanan yang menjadi penyumbang 
terbesar di Tempat Pembuangan 
Akhir (TPA). Berdasarkan data Sistem 
Informasi Pengelolaan Sampah Nasional 
(SIPSN), dari timbulan sampah 34,5 juta 
ton per tahun pada tahun 2020, sekitar 
39,8% adalah sampah sisa makanan 
(sipsn.menlhk.go.id). Sektor yang 
menyumbang sampah sisa makanan 
terbesar menurut Food Waste Reduction 
Alliance (FWRA) adalah sektor rumah 
tangga (47%), restoran (37%), kantor 
dan layanan publik seperti rumah sakit, 
sekolah, hotel (11%) (Saputra, 2019).

Upaya Mengelola FLW untuk 
Ketahanan Pangan

Pangan adalah salah satu 
kebutuhan dasar manusia. Berdasarkan 
UU No. 18 Tahun 2012 tentang 
Pangan (UU Pangan), pemenuhan 
pangan adalah hak asasi setiap rakyat 
Indonesia. Negara berkewajiban 
menjamin terwujudnya ketahanan 
pangan. Mengacu pada UU Pangan, 
ketahanan pangan adalah kondisi 
terpenuhinya pangan bagi negara 
sampai dengan perseorangan, yang 
tercermin dari tersedianya pangan yang 
cukup, baik jumlah maupun mutunya, 
aman, beragam, bergizi, merata, dan 
terjangkau serta tidak bertentangan 
dengan agama, keyakinan, dan budaya 
masyarakat, untuk dapat hidup sehat, 
aktif, dan produktif secara berkelanjutan. 

Upaya penurunan FLW menjadi 
komitmen pemerintah sebagai salah 
satu bagian pembangunan rendah 
karbon yang tercantum dalam berbagai 
peraturan termasuk RPJMN. Indonesia 
berkomitmen mengurangi sampah 

termasuk sampah pangan sebesar 
30% dan menargetkan penanganan 
sampah mencapai 70% pada 2025. 
Penurunan food loss pada tahap 
produksi hingga distribusi melalui 
strategi menerapkan good agriculture 
processing (GAP), good handling processing 
(GHP), good distribution processing 
(GDP), meningkatkan teknologi budi 
daya, meningkatkan penyuluhan, 
meningkatkan infrastruktur, dan 
memperkuat akses pasar. Kementerian 
Pertanian menetapkan pengembangan 
kawasan food estate sebagai salah satu 
arah kebijakan pembangunan pertanian.

Pengelolaan FLW belum 
dilakukan secara optimal. Belum 
ada upaya preventif yang menyasar 
sampah pangan. Walau sampah 
pangan pada ranah konsumsi justru 
memproduksi jejak karbon terbesar dari 
seluruh elemen rantai pasok karbon, 
namun upaya pengelolaan FLW perlu 
dilakukan mulai dari penyediaan 
pangan, produksi, konsumsi, hingga 
pasca-konsumsi.

Pertama, pada tahap penyediaan 
bahan pangan di rantai pasok produsen 
dan pasar produksi. Untuk menghindari 
terjadinya food loss, perlu diciptakan tata 
kelola atau sistem yang memanfaatkan 
bahan pangan yang mutunya tidak 
sesuai dengan keinginan pasar agar 
tidak menjadi sampah makanan. Saat 
ini, di masyarakat sudah berkembang 
satu gerakan untuk memanfaatkan 
food loss dengan mempertemukan 
supplier dan pembeli. Salah satunya 
adalah DamoGo, perusahaan rintisan 
(startup) yang membantu petani dan 
peternak menyalurkan bahan pangan 
(sayur, buah, telur, dan beras) yang 
berlebih ataupun memiliki bentuk 
yang tidak lolos standar kepada bisnis 
kuliner ataupun konsumen. Dalam hal 
ini, edukasi ke pasar dan konsumen 
diperlukan agar bahan pangan dapat 



dimanfaatkan menjadi makanan. 
Selain itu, edukasi kepada produsen 
dan distributor tentang bagaimana 
pengemasan makanan yang baik, 
penyimpanan yang tepat dengan 
infrastruktur mendukung, serta sistem 
pemasaran yang efisien sehingga 
food loss dapat dihindari. Pemerintah, 
melalui penyuluh pertanian dapat 
berperan dalam edukasi dan sosialisasi.

Kedua, pada tahap produksi 
makanan. Perlu ada regulasi yang 
mewajibkan produsen seperti restoran, 
cafe, hotel, rumah makan, industri 
makanan skala rumah tangga, dan 
pabrik makanan untuk membuat 
perencanaan tata kelola produksi 
makanan dan mengelola sampah 
makanannya. Menurut FAO, food waste 
terjadi karena manajemen yang buruk 
dan kelalaian (fao.org, 2013). Pemerintah 
dapat melakukan sosialisasi, baik dalam 
hal mengelola bahan pangan maupun 
mengelola sampah makanannya. 

Ketiga, pada tahap konsumsi. 
Perlu ada penyadartahuan kepada 
masyarakat selaku konsumen 
untuk mengubah perilaku dalam 
mengonsumsi  bahan pangan dan 
makanan. Penyadartahuan dapat 
dilakukan melalui sosialisasi ataupun 
membuat regulasi pembatasan 
pembelian bahan pangan dan 
pengenaan denda atas makanan yang 
tidak dihabiskan saat membeli makanan 
di restoran, cafe, rumah makan, dan 
hotel. Pada tahap konsumsi, dapat juga 
memanfaatkan gerakan masyarakat 
yang memanfaatkan makanan sisa tapi 
masih layak dikonsumsi, antara lain 
komunitas Garda Pangan dan Hunger 
Bank. Kedua komunitas tersebut 
mengumpulkan makanan sisa dari 
hotel, restoran, atau acara-acara yang 
menyediakan banyak makanan untuk 
disalurkan atau disumbangkan ke 
masyarakat yang membutuhkan.

Keempat, tahap pada saat 
sisa makanan yang tidak lagi dapat 
dimanfaatkan dan menjadi sampah. 
Agar tidak menimbulkan dampak 
terhadap lingkungan, pada tahap ini 
sampah diolah menjadi sesuatu yang 
mempunyai nilai ekonomi. Sebagai 
contoh, Pemerintah Kota Surabaya 
sudah mengelola sampah sisa makanan 
dari masyarakat menjadi pakan ternak 
dan kompos. Kegiatan ini merupakan 
satu bentuk pemanfaatan sampah 
sebagai sumber daya sebagaimana 
diamanatkan UU No. 18 Tahun 2018 
tentang Pengelolaan Sampah.

Empat tahapan tersebut dapat 
berjalan dengan baik apabila ada 
sinergitas dari para pihak terkait, baik 
produsen, distributor, konsumen 
maupun pemerintah sebagai 
regulator. Partisipasi aktif setiap 
individu masyarakat dengan berlaku 
bijak dan tidak melakukan tindakan 
mubazir dalam pengelolaan makanan 
merupakan kunci meminimalisir 
sampah pangan sekaligus mewujudkan 
ketahanan pangan. Oleh karena 
itu, diperlukan strategi dalam hal 
perubahan perilaku, tata kelola 
sistem pangan, dukungan dan 
penguatan regulasi, pendanaan dalam 
pemanfaatan FLW, pengembangan 
pendataan dan kajian FLW.

Penutup
Upaya mengelola pangan dalam 

setiap tahapan hingga menjadi sampah 
perlu dilakukan. Mulai dari mengatur 
teknik penyimpanan, pengemasan, dan 
pemasaran yang tepat bahan pangan 
untuk mengurangi food loss; mengelola 
makanan yang akan diproduksi; 
memberikan edukasi kepada petani 
bagaimana mengelola hasil panen; 
memberikan edukasi kepada produsen 
makanan untuk mengelola makanan 
yang akan diproduksinya; mengedukasi 

16



konsumen untuk membeli makanan 
sesuai yang dibutuhkan; hingga 
mengolah sampah makanan menjadi 
produk bernilai ekonomi. 

DPR RI khususnya Komisi IV 
dapat berperan dengan melakukan 
pengawasan kepada Pemerintah 
terhadap pelaksanaan UU Pangan dan 
UU Pengelolaan Sampah. DPR RI dapat 
mendesak Pemerintah untuk membuat 
peraturan turunan dari UU Pangan dan 
UU Pengelolaan Sampah sehingga FLW 
dapat berkurang dan ketahanan pangan 
dapat terwujud. Peraturan turunan 
tersebut antara lain pengaturan tentang 
sistem penyimpanan, pengemasan, 
dan pemasaran yang tepat atas pangan; 
sistem pengelolaan pangan pada 
produsen pangan; dan edukasi agar 
masyarakat mengonsumsi pangan 
sesuai yang dibutuhkan. Peraturan-
peraturan tersebut jangan sampai 
mematikan gerakan masyarakat dalam 
mengurangi FLW.
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